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TAHAPAN PEMBAHASAN RENCANA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 

HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI (PSIH3) 

TINGKAT WILAYAH SUNGAI 

 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Pentingnya Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan 

Hidrogeologi (PSIH3) tertuang pada Pasal 4 huruf e dan Pasal 54 ayat (4) sampai ayat 

(7) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Pasal 17 

Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis 

Pengaturan Air dan Tata Pengairan. 

Mengingat Peraturan Pemerintah tentang kebijakan pengelolaan SIH3 sebagai turunan dari 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 sampai dengan saat ini belum ditetapkan, maka 

penyusunan dan pelaksanaan rencana PSIH3 mengacu pada matrik kebijakan PSIH3 

tingkat nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Pengaturan tersebut masih 

mengacu pada Undang - Undang tentang Sumber Daya Air sebelumnya, yaitu Undang - 

Undang Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan SDA, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan 

SIH3, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengelolaan SDA Nasional, 

serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 tahun 2013 tentang Matrik 

Tindak Lanjut PSIH3 Tingkat Nasional. 

Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan SDA dalam proses perumusan 

dan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan SDA Nasional dalam tahap finalisasi. 

Kebijakan PSIH3 tingkat nasional telah menetapkan: 

• Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai koordinator 

Pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional;  

• Pengelolaan hidrologi dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); 
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• Pengelola hidrometeorologi dilaksanakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG); dan 

• Pengelola hidrogeologi dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral (Kementerian ESDM). 

Sesuai Pasal 5 huruf i dan huruf j serta Pasal 29 huruf I dan huruf j Peraturan Menteri 

PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Kementerian PUPR sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Balai Besar Wilayah 

Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai UPT di bawah koordinasi Direktorat 

Jenderal Sumber Daya Air bertugas untuk melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan 

melaksanakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air. Serta sesuai Pasal 169 Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

PUPR, Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi SDA Direktorat Bina 

Teknik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, serta 

pengelolaan data dan informasi sumber daya air, dan pengembangan SISDA. 

Berdasarkan Permen tersebut di atas, kegiatan pengelolaan hidrologi pada Wilayah 

Sungai (WS) kewenangan Pusat dilaksanakan oleh Unit Hidrologi dan Kualitas Air di 

masing-masing BBWS/BWS. Sedangkan pada WS kewenangan Provinsi, kegiatan 

pengelolaan hidrologi dilaksanakan oleh Bidang/Seksi/Unit terkait pada Dinas yang 

membidangi sumber daya air dan/atau UPTD terkait. Pengelolaan hidrometeorologi 

dan hidrogeologi dilaksanakan oleh instansi lain, yaitu hidrometeorologi dilaksanakan 

oleh BMKG dan hidrogeologi dilaksanakan oleh Dinas ESDM. 

Sesuai Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 20 Peraturan Menteri PUPR Nomor 17/PRT/M/2017 

tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada 

Tingkat Wilayah Sungai, salah satu tugas TKPSDA WS adalah melaksanakan pembahasan 

Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (PSIH3) 

agar tercapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi. 

Agar dapat terwujud Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan 

Hidrogeologi di tingkat Wilayah Sungai, diperlukan pembentukan dan penetapan Tim 

Kecil/Pokja PSIH3 yang beranggotakan seluruh pengelola H3 termasuk Dinas 
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Lingkungan Hidup sebagai instansi pengelola kualitas air dan instansi pengelola H3 

lainnya (swasta) baik sebagai anggota TKPSDA WS maupun bukan anggota TKPSDA 

WS. Hal tersebut dikarenakan hidrologi, hidrometeorologi, maupun hidrogeologi 

dikelola oleh beberapa instansi. 

Pembentukan Tim Kecil/Pokja PSIH3 perlu dilaksanakan pada awal rencana 

Pengelolaan SIH3 di tingkat wilayah sungai, pembentukan ini perlu difasilitasi oleh 

secretariat TKPSDA WS dan/atau Bidang/Seksi/Unit terkait pada pengelola wilayah 

sungai. 

Apabila di TKPSDA sudah terdapat Komisi Data dan informasi, maka Tim Kecil/Pokja 

PSIH3 tidak perlu dibentuk dan seluruh kegiatan Tim Kecil dikoordinasikan/dibahas 

pada komisi tersebut. Apabila BMKG dan/atau Dinas ESDM belum menjadi anggota 

dari komisi tersebut, maka BMKG dan/atau Dinas ESDM perlu diundang sebagai 

narasumber pada setiap pertemuan untuk membahas PSIH3 pada WS. 

Tim Kecil/Pokja PSIH3 perlu disepakati dibentuk pada saat sosialisasi dan pembahasan  

awal PSIH3 pada seluruh anggota TKPSDA WS (Pleno I) dengan susunan anggota 

tersebut di atas dan ditetapkan Ketua TKPSDA WS dan tugas Tim Kecil/Pokja PSIH3 

yaitu: 

- Menyusun matrik tindak lanjut PSIH3; 

- Menyusun rencana aksi/target pencapaian PSIH3 wilayah sungai; 

- Melakukan pembahasan rencana PSIH3 wilayah sungai pada sidang TKPSDA 

WS;  

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai 

selama 1 (satu) tahun berjalan (oleh koordinator PSIH3 wilayah sungai); 

- Melaporkan progress/kendala/tindak lanjut pelaksanaan PSIH3 WS pada sidang 

pleno TKPSDA WS secara rutin setiap tahun. 

Walapun penanggung jawab/clearing house hidrometeorologi, hidrologi, dan 

hidrogeologi telah ditetapkan, namun pengelolaan dari pos pemantau 

hidrometeorologi, hidrologi, dan hidrogeologi dilaksanakan oleh beberapa instansi 

sehingga diperlukan data dasar dari pos pemantau yang dikelola oleh instansi lain dan 
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Kerja Sama (PKS) agar pelaksanaan pengelolaan pos pemantau hidrometeorologi, 

hidrologi, dan hidrogeologi dapat dilaksanakan lebih efisien, berkelanjutan, serta 

dapat menunjang kebutuhan untuk melakukan berbagai analisa dalam pengelolaan 

SDA. 

Koordinator PSIH3 wilayah sungai dapat memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja 

Sama (PKS) antara instansi pengelola pos pemantau dengan instansi yang 

membutuhkan data yang dikelola oleh instansi lain seperti terlihat pada tabel berikut: 

Data  

Instansi 

penanggung 

jawab 

Perlu Kerjasama Antar Instansi  

Pengelola 

WS 
BMKG ESDM 

Pengelola 

Swasta 

PLN lainnya  

Hidrometeorologi BMKG        

Hidrogeologi ESDM        

Hidrologi 
Pengelola 

WS 
      

 

 

Dalam penyusunan PKS, diperlukan penjelasan detail mengenai jenis data, tata cara 

berbagi pakai data, serta masa berlaku. 

Contoh penyusunan PKS dapat dilihat pada Lampiran 3 (PKS antara BMKG dengan 

Kemen PUPR tentang Penyelenggaraan Informasi Cuaca Untuk Kegiatan Pengelolaan 

Sumber Daya Air). 

2. TAHAPAN PEMBAHASAN 

Kebijakan dan strategi kegiatan PSIH3 di tingkat wilayah sungai mengacu pada 

Kebijakan dan Strategi PSIH3 Tingkat Nasional dan/atau Kebijakan PSIH3 Tingkat 

Provinsi dan Kebijakan PSIH3 Tingkat Kab/Kota. 

Sehubungan belum adanya peraturan turunan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 

2019 belum ditetapkan, sehingga kebijakan PSIH3 masih mengacu pada Perpres 

Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan PSIH3 Nasonal dan Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan 

Strategi PSIH3 Tingkat Nasional yang tertuang dalam bentuk matrik tindak lanjut serta 

terdiri atas 5 (lima) kebijakan dan 22 strategi. 
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Kebijakan PSIH3 Nasional perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan PSIH3 

di tingkat Provinsi yang tertuang pada Perda/Pergub PSIH3 maupun pada tingkat 

Kabupaten/Kota yang tertuang pada Perbup/Perwalkot. 

Penetapan Perda dilaksanakan melalui pembahasan antara Gubernur dan DPRD 

tingkat Provinsi, sedangkan Pergub/Perbup/Perwalkot merupakan kewenangan 

Gubenur/Bupati/Walikota dalam mengatur dan mengurus pemerintahan di tingkat 

Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, batasan yang diatur dalam Perda/Pergub 

PSIH3 merupakan hal yang sama namun Perda memiliki kekuatan hukum yang lebih 

tinggi. 

Rancangan kebijakan PSIH3 Provinsi beserta matriks disusun dan dirumuskan oleh 

Dewan Sumber Daya Air Provinsi (DSDAP) melalui fasilitasi sekretariat DSDAP. Apabila 

DSDAP belum terbentuk dan/atau tidak aktif, maka penyusunan, perumusan, serta 

pembahasan Perda/Pergub PSIH3 dapat dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi 

sumber daya air atau dapat difasilitasi oleh BBWS/BWS. 

Tim Kecil/Pokja PSIH3 menyusun dan menyepakati matrik tindak lanjut tersebut di 

atas (Tabel 1 pada Lampiran 1) serta dilengkapi dengan rencana atau target 

pelaksanaan, minimal untuk periode 5 (lima) tahunan (Tabel 2 pada Lampiran 1). 

Selain kedua tabel tersebut, diperlukan kesepakatan instansi pengelola Portal PSIH3 

wilayah sungai sebagai instansi yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi 

hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi kepada masyarakat. Tahapan dan 

materi pembahasan PSIH3 pada sidang pleno TKPSDA WS seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 1.  Tahapan dan Output Pembahasan Pengelolaan SIH3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti terlihat pada Gambar 1 di atas, Sidang Pleno TKPSDA WS diawali dengan 

sosialisasi dan penyampaian status Pengelolaan SIH3 oleh para pengelola hidrologi, 

hidrometeorologi, dan hidrogeologi serta kebijakan PSIH3 Pusat serta 

Daerah/Provinsi, sosialisasi pembentukan Tim Kecil/Pokja PSIH3 (untuk TKPSDA tanpa 

Komisi Data dan Informasi), dan peran serta kelembagaan dalam PSIH3.  

Berikutnya, Tim Kecil/Pokja PSIH3 membahas dan menyusun matrik tindak lanjut dan 

rencana target pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai untuk dibahas dan disepakati dalam 

sidang pleno TKPSDA WS. Selain itu juga diperlukan penyusunan nota kesepakatan 

(Lampiran 2) dengan lampiran matrik yang sudah ditandatangani oleh masing-masing 

penanggung jawab pengelola hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi serta 

ketua TKPSDA. 

Koordinator PSIH3 yang telah disepakati dan ditetapkan perlu melaksanakan rapat 

Tim Kecil/Pokja PSIH3 dan/atau Komisi Data dan Informasi untuk membahas hasil 

monitoring progres rencana aksi pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai (perlu dilakukan 

secara rutin setiap tahun sebagai bahan sidang pleno). 
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Agenda sidang pleno dalam membahas monitoring progres pelaksanaan PSIH3 

meliputi: 

1. Pembahasan hasil monitoring progres rencana aksi pelaksanaan PSIH3 wilayah 

sungai; 

2. Pengesahan progress rencana aksi Pengelolaan SIH3 (Tabel 3 pada Lampiran 1); 

dan 

3. Saran serta tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam Pengelolaan SIH3. 

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PSIH3 di masing – masing pengelola H3 dan 

tercapainya target pelaksanaan PSIH3 sesuai dengan yang direncanakan, sebaiknya 

pembahasan PSIH3 pada sidang pleno TKPSDA WS dilakukan paling lambat pada 

bulan Agustus di tiap tahunnya. 

3.  PENYUSUNAN MATRIK TINDAK LANJUT PSIH3 

Pada saat ini di beberapa Provinsi telah ditetapkan Perda/Pergub PSIH3, berdasarkan 

Perda/Pergub tersebut telah ditetapkan penanggung jawab dan koordinator PSIH3 di 

tingkat Provinsi. 

Koordinator PSIH3 wilayah sungai provinsi lintas provinsi perlu disepakati dan 

ditetapkan pada sidang pleno TKPSDA (pengelola WS sebagai koordinator sekaligus 

pengelola portal PSIH3 wilayah sungai). 

Apabila matrik tindak lanjut PSIH3 provinsi belum disusun oleh Dewan SDA Provinsi, 

maka BBWS/BWS/Dinas selaku sekretariat TKPSDA WS perlu menyampaikan matrik 

tindak lanjut PSIH3 wilayah sungai yang telah disepakati dan ditetapkan kepada 

Dewan SDA Provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan 

matrik PSIH3 tingkat provinsi. 

Apabila matrik tindak lanjut PSIH3 wilayah sungai telah disepakati dan ditetapkan, 

namun belum sesuai dengan Perda/Pergub/Perbup/Perwalkot ataupun revisi 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2013 yang 

nantinya akan ditetapkan, maka matrik tindak lanjut PSIH3 wilayah sungai tersebut 

perlu ditinjau ulang dan disepakati kembali dalam sidang pleno TKPSDA WS.  
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Matrik tindak lanjut PSIH3 wilayah sungai terdiri atas:  

• Tabel 1, berupa matrik tindak lanjut Pengelolaan SIH3 wilayah sungai;  

• Tabel 2, berupa penyusunan target pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai; dan  

• Tabel 3, berupa matrik monitoring pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai. 

Khusus untuk wilayah sungai kewenangan Pusat serta sesuai dengan tugas dan fungsi 

dari Bidang/Seksi BBWS/BWS, disepakati pengelola portal PSIH3 adalah BBWS/BWS 

dan Unit SISDA BBWS/BWS bertanggung jawab untuk mengoperasikan Portal PSIH3. 
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4.  OUTPUT PEMBAHASAN PSIH3  

 
Output Pembahasan PSIH3 

No Sidang /Rapat Kegiatan Materi Narasumber Keterangan/ 

1 Sidang Pleno 
pertama 

Sosialisasi awal 
PSIH3 dan 

identifikasi 

status 
pelaksanaan 

H3 serta 
kesepakatan 

pembentukan 

Tim Kecil 

1. Kebijakan SIH3 Nasional beserta 

matriknya  

Subdit Data dan 

Pengembangan SISDA  

Gambaran umum dan isi kebijakan 

PSIH3 Nasional 

2. Kebijakan SIH3 Provinsi beserta 

matriksnya (Apabila telah tersedia 

Perda/Pergub) 

DSDA Provinsi 

 

Gambaran umum dan isi kebijakan 

PSIH3 Provinsi 

 

3. Pelaksanaan hidrologi wilayah sungai; 

 

BBWS/BWS/Dinas/UPTD/Balai 

PSDA 

Tugas dan fungsi, produk 

pengelolaan saat ini, dan rencana 

yang akan datang. 

4. Pelaksanaan hidrometeorologi 

wilayah sungai; 
UPT BMKG 

 

Tugas dan fungsi, produk 

pengelolaan saat ini, dan rencana 

yang akan datang. 

5. Pelaksanaan hidrogeologi wilayah 

sungai; 

UPT/Dinas ESDM 

 

Tugas dan fungsi, produk 

pengelolaan saat ini, dan rencana 

yang akan datang. 

6. Peran serta kelembagaan dalam 

PSIH3 

Subdit Perencanaan Teknis 

dan Kelembagaan 

 

7. Sosialisasi pembentukan Tim 

Kecil/Pokja PSIH3 

Sekretariat TKPSDA Usulan susunan serta tugas dan 

fungsi Tim Kecil/Pokja PSIH3 

2 Rapat Tim Kecil 
PSIH3/Komisi Data 

dan Informasi 

Penyusunan 
matrik tindak 

lanjut dan 
rencana aksi 

pelaksanaan 

PSIH3 

- Penyusunan matrik tindak lanjut PSIH3 

(Tabel 1) 

- Penyusunan rencana aksi pelaksanaan 

PSIH3 (Tabel 2) 

Tim Kecil PSIH3/Komisi Data 

dan Informasi 

Sesuai kebutuhan, dapat 
dilaksanakan di luar jadwal Sidang 

Pleno TKPSDA WS 
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No Sidang/rapat Kegiatan Output Narasumber Keterangan/ 

3 Sidang Pleno (pembahasan matrik tindak lanjut dan rencana aksi PSIH3 wilayah sungai) 

 Pembahasan matrik 

dan rencana aksi PSIH3 
wilayah sungai 

Pengesahan 

Matrik tindak 
lanjut dan 

rencana aksi 

PSIH3 wilayah 
sungai 

Nota Kesepakatan atas matrik tindak 

lanjut dan rencana aksi pelaksanaan dan 
pengelola Portal PSIH3 wilayah sungai 

Ketua Tim Kecil 

PSIH3/Ketua Komisi Data 
dan Informasi 

 

4 Rapat Tim Kecil /Komisi 

Data dan Informasi) 

Merumuskan 

progres dan 
kendala dalam 

PSIH3 wilayah 
sungai 

- Rumusan progres pelaksanaan PSIH3 

sesuai dengan rencana yang telah 
disepakati seperti tertera pada Tabel 2 

dan kendala yang terjadi 
-  Tindakan yang perlu dilakukan untuk      

   selanjutnya 
 

  Dapat dilaksanakan di luar jadwal sidang 

pleno  

5 Sidang Pleno (monitoring progress pelaksanaan PSIH3) 

Pembahasan progress 

pelaksanaan PSIH3 

wilayah sungai 

Pengesahan 

progres 

rencana aksi 
pengelolaan 

SIH3 

- Kesepakatan atas progres yang telah 

tercapai dalam pelaksanaan PSIH3 

wilayah sungai  
-  Saran tindak lanjut dalam pelaksanaan 

PSIH3 wilayah sungai 

Ketua Tim Kecil 

PSIH3/Ketua Komisi Data 

dan Informasi 

Monitoring progres pelaksanaan PSIH3 

dapat menggunakan Tabel 3, kegiatan ini 

perlu dilaksanakan setiap tahun 
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Contoh penyusunan Tabel 1 sampai dengan Tabel 3 
 

- Tabel 1 :  Matrik Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan 

Hidrogeologi (PSIH3) 

- Tabel 2 :  Target Pelaksanaan Pengelolaan Sistim Informasi H3 (PSIH3) 

- Tabel 3 :  Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, 

Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (PSIH3) 

 
 
  

Lampiran 1 
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Contoh 

Tabel 1: Matrik Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi  

 

Tabel 1:  MATRIK TINDAK LANJUT KEBIJAKAN & STRATEGI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI 
(PSIH3) 

 

Kebijakan & strategi Provins

i/lintas 

provins

i 

Instansi terkait Uraian kegiatan  dalam 

implementasi kebijakan 

pengelolaan SIH3 

Output Target 

waktu 

pencapaian 

Tugas TKPSDA 

Kebijakan 1: Pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi (H3)   

Strategi 1 : Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi 

1. Melaksanakan 

konsultasi yang efektif 

antarlembaga sesuai 

dengan tugas dan 

fungsi (TUSI), 

terutama dalam 

penyusunan Norma, 

Standar, Pedoman, 

dan Kriteria NSPK) 

pengelolaan data 

(pengamatan, 

pencatatan, 

pengumpulan, 

pengolahan, 

pengarsipan, dan 

penyebaran), 

pengelolaan informasi, 

pendanaan, 

pengelolaan stasiun, 

pengamatan, 

 − BBWS/BWS 

− Dinas PU/SDA prov/kab. 

− Dinas Pertanian prov. 

− Dinas Kehutanan 

prov./BLHD  

− Dinas Perkebunan prov. 

− PLN 

− Swasta, dll 

Mengefektifkan konsultasi 

antar lembaga dalam 

pelaksanaan NSPK yang 

telah ditetapkan secara 

nasional terkait dengan 

pengelolaan data & 

informasi hidrologi 

− Terlaksananya koordinasi dan 

konsultasi yang efektif antar 

lembaga /instansi dalam 

pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan data hidrologi yang 

terpadu  

− Terkumpulnya data hidrologi dari 

beberapa instansi pengelola 

Tahun 

pertama 

Memonitor pelaksanaan 

NSPK di masing-masing 

instansi pengelola H3 

meliputi: 

− Inventarisasi seluruh 

pengelola  data H3 pada 

WS tertentu.  

− Ketersediaan  data & 

informasi di masing-

masing instansi 

pengelola  

− Koordinasi dan 

konsultasi yang efektif 

dalam pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan 

data & informasi di 

masing-masing instansi 

pengelola 

− Tersedianya 

− UPT BMKG  

− Dinas Pertanian, dll 

Mengefektifkan konsultasi 

antar lembaga dalam 

pelaksanaan NSPK  yang 

telah ditetapkan secara 

nasional terkait dengan 

pengelolaan data & 

informasi 

hidrometeorologi. 

− Terlaksananya koordinasi dan 

konsultasi yang efektif antar 

lembaga dalam pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan data 

hidrometeorologi Terkumpulnya 

data hidrometeorologi dari 

beberapa instansi pengelola 

− Dinas Pertambangan & 

Energi/Dinas ESDM 

Sesuai dengan NSPK dan 

TUSI KEMEN ESDM terkait 

dengan pengelolaan data 

− Terlaksananya koordinasi yang 

efektif diantara lembaga terkait 

dalam pelaksanaan kegiatan 
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Contoh 

Tabel 2: Target Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi 
 

  

Kebijakan Strategi Output 
Target pelaksanaan thn ke 

1 2 3 dst 

1. Pengembangan 
kelembagaan 
pengelolaan data 
dan informasi 
Hidrologi, 
Hidrometeorologi, 
Hidrogeologi (H3) 

  

  

  

  

  

1. Peningkatan koordinasi antar instansi pengelola 
data dan informasi H3 

      

1. Melaksanakan konsultasi yang efektif antar 
lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi 
(TUSI), , terutama dalam pelaksanaan Norma, 
Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang 
telah ditetapkan secara nasional 

− Terkumpulnya data H3 yang sesuai dengan 
NSPK yang berlaku di masing-masing instansi 
pengelola.  

√ √ √ √ 

− Terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang 
efektif antar lembaga dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan data dan informasi H3 

√ √ √ √ 

− Tersedianya perencanaan jaringan pemantau 
pos H3 yang effisien dan effektif 

√ √ √ √ 

2. Peningkatan sinergi dalam pelaksanaan 
pengelolaan data dan informasi H3 antar 
instansi/lembaga pengelola 

− Terjalin koordinasi pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan (melakukan pertemuan rutin 
untuk membahas pengelolaan yang bersinergi) 

√ √ √ √ 

− Terjalin perjanjian untuk pertukaran data dan 
informasi (melalui kerjasama/PKS) 

√ √ √ √ 

3. Penetapan penanggung jawab pengelolaan 
sistem informasi 

Ditetapkannya kelembagaan pengelola data dan 
informasi H3: 

√    

− Hidrologi  − BBWS/BWS, Dinas PU/SDA Prov.     

− Hidrometeorologi  − UPT BMKG     

− Hidrogeologi − Dinas Pertambangan dan Energi/ESDM Prov.     

4. Penetapkan instansi koordinator pengelolaan 
SIH3 di tingkat wilayah sungai (WS) 

Penetapan koordinator pengelolaan SIH3  

(sesuai kesepakatan) pada tingkat WS 
√    

5. Memberdayakan intitusi pengelola data dan 
informasi H3 sebagai clearing house 

Tersedianya sistem informasi H3 untuk 
menunjang kegiatan pengelolaan SDA/CAT 

√ √ √ √ 

2. Penetapan indikator pengelolaan data dan 
informasi H3 ke dalam salah satu kriteria 
penilaian kinerja 

Monev keberhasilan pengelolaan data dan 
informasi H3 di masing-masing instansi 

 √ √ √ 

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan  pengelola 
data dan informasi H3 

Pelatihan bagi staff dan petugas lapangan 
√ √ √ √ 
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Contoh 

Tabel  3:  Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, 

dan Hidrogeologi 

  

Tindak lanjut 

kebijakan & strategi 

Target waktu 

pencapaian 
Indikator output Tugas TKPSDA 

Instansi pengelola  H3 yang terlibat *) 

BBWS/BWS 

Dinas PU/SDA 

Prov. 

UPT 

BMKG 

Dinas ESDM/ 

Pertambangan 

& Energi Prov. 

Kebijakan 1: Pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi (H3)   

Strategi 1 : Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi 

1. Melaksanakan 

konsultasi yang efektif 

antarlembaga sesuai 

dengan tugas dan 

fungsi (TUSI), terutama 

dalam penyusunan 

Norma, Standar, 

Pedoman, dan Kriteria 

NSPK) pengelolaan 

data (pengamatan, 

pencatatan, 

pengumpulan, 

pengolahan, 

pengarsipan, dan 

penyebaran), 

pengelolaan informasi, 

pendanaan, 

pengelolaan stasiun, 

pengamatan, 

peralatan, dan sumber 

daya manusia. 

 

Masing-masing instansi 

melaksanakan 

pengelolaan sesuai 

dengan NSPK yang 

telah ditetapkan secara 

nasional. 

Memonitor ketersediaan dan pelaksanaan NSPK di 

masing-masing instansi pengelola H3 yaitu meliputi 

data sbb: 

   

➢ Tersedianya  data dan informasi di masing-masing 

instansi pengelola H3, antara lain: 

− Daftar/inventarisasi  pos yang dikelola     

(lokasi pos, tahun pembangunan, kondisi dan tipe 

pos dan peralatan, instansi pengelola) 

   

   

− Tabulasi ketersediaan hasil publikasi pengolahan 

data lapangan. 
   

− Distribusi spasial jaringan pos 

hidrologi/hidrometeorologi/hidrogeologi 
   

− Ketersediaan informasi tentang kondisi hidrologi/ 

hidrometeorologi/hidrogeologi  
   

  

 

 

*)  Setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi perlu diberi tanda   



   Subdit. Kelembagaan, Dit. Bina PSDA  

   Ditjen. Sumber Daya Air 

Pedoman Tahapan Pembahasan Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi (Psih3 

15 |  
 

 

 

Nota kesepakatan Pengelolaan PSIH3 

 

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

(TKPSDA) 

WILAYAH SUNGAI … 

Sekretariat: … 

Telepon: …, Fax: … 

e-mail :… 

 

NOTA KESEPAKATAN 

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

(TKPSDA) WILAYAH SUNGAI … 

TENTANG 

Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi Hidrometeorologi Hidrogeologi 
(PSIH3) 

Wilayah Sungai … 

 

Setelah TKPSDA WS … melaksanakan serangkaian pembahasan dan diskusi tentang 

Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi 

(PSIH3) Wilayah Sungai …, sepakat atas beberapa hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air sangat diperlukan 

Penetapan Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, 

Hidrogeologi (PSIH3) Wilayah Sungai;  

2. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi merupakan 

komponen yang terstruktur dan saling berkaitan untuk membentuk satu 

kesatuan informasi yang akurat, benar, berkesinambungan, dan tepat waktu; 

3. Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi merupakan informasi yang 

sangat diperlukan bagi pengambilan keputusan atau tindakan dalam 

pengelolaan Sumber Daya Air yang terkoordinasi, terpadu, dan sinergi untuk 

mewujudkan ketahanan air;  

4. Melalui serangkaian sidang, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 

Wilayah Sungai … menyepakati: 

a. Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, 

Hidrogeologi (PSIH3) Wilayah Sungai … yang tertuang dalam bentuk 

Matrik Tindak Lanjut PSIH3 Wilayah Sungai … dan Rencana atau Target 

LOGO 

TKPSDA WS 

Lampiran 2 
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Pelaksanaan PSIH3 Wilayah Sungai … sebagai bahan acuan bagi para 

Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan PSIH3 Wilayah Sungai …; 

b. Telah disepakati Koordinator PSIH3 Wilayah Sungai … adalah …, serta 

pengelola Portal PSIH3 adalah …*), dan Penanggung Jawab Pengelolaan 

Hidrologi adalah …, Penanggung Jawab Hidrometeorologi adalah …, serta 

Penanggung Jawab Hidrogeologi adalah …; dan 

c. Dalam pelaksanaan PSIH3 perlu terjalin mekanisme komunikasi, 

koordinasi, dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola H3. 

 

Demikian kesepakatan TKPSDA WS … untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para 

pengelola dalam melaksanakan PSIH3 Wilayah Sungai …. 

 

 …………………………. ,……………………….. 

TKPSDA  WS …………………………. 

                                                                                                                   

Ketua 

 

 

 (……………………………….) 

Catatan: 

 *) Perlu dicantumkan apabila Instansi Pengelola Portal berbeda dengan Koordinator 

PSIH3 
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Lampiran Nota kesepakatan Pengelolaan PSIH3 

- Tabel 1:  Matrik Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan 

Hidrogeologi 

- Tabel 2:  Target Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi 

 
Setelah Tabel 1 dan Tabel 2 dibahas dan disepakati dalam sidang Pleno TKPSDA WS, perlu dilakukan penandatanganan oleh masing-
masing Penanggung Jawab H3, Koordinator PSIH3, dan ditetapkan oleh Ketua TKPSDA seperti berikut. 

 

 
Koodinator PSIH3   Penanggung Jawab Hidrologi  Penanggung Jawab Hidrometeorologi      Penanggung Jawab Hidrogeologi 

 …………………….            ………………………………                    ………………………………………    ………………………………….. 

 

(…………..………)        (……………………………..)        (…………………………..)    (…………………………………) 

                                       

                                Ditetapkan di 

…………………….., ……………………. 

Ketua TKPSDA WS …………………………. 

         

(…………………………………) 
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Contoh 

Perjanjian Kerja Sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 
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